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PUTUSAN
Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Wno

AR -
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
XXXXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXX, tempat kediaman di
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.l.YOGYAKARTA,,
sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXxxx
XXXXXXXX, bertempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN,
PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1291/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada

hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 06 Juli 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA
XXXKXXXXKX  XXXXXXXKXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX, Provinsi D.l.Yogyakarta
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/09/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008.
Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat

maupun Tergugat.
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX XXXXX,
XX XXX, XX XXX, XXXXXXXXX  XXXXX, XXXXXXXXK  XXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Provinsi D.l.Yogyakarta selama 14 (empat belas) tahun 7
(tujuh) bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual
(ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yang masing-masing bernama :
- xxxx, NIK 3403146807090004, lahir di Sleman tanggal 28 Juli
2009, usia 14 (empat belas) tahun, 4 (empat) bulan, pendidikan belum
tamat SMP, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan
Penggugat.
- xxxx, NIK 3403145405140001, lahir di Gunungkidul tanggal 14
Mei 2014, usia 9 (sembilan) tahun, 7 (tujuh) bulan, pendidikan belum
tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan
Penggugat.
- xxxX, NIK 3403143007160003, lahir di Klaten tanggal 30
Juli 2016, usia 7 (tujuh) tahun, 4 (empat) bulan, pendidikan belum tamat
SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun
2022, yang disebabkan oleh Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan
dengan penghasilan yang tidak menentu. Bahwa semakin lama kebutuhan
rumah tangga, kebutuhan anak semakin meningkat ditambah ada hutang
bersama Penggugat dan Tergugat yang digunakan untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak berusaha lebih untuk
membantu Penggugat dalam memenuhi semua kebutuhan keuangan
tersebut. Bahwa semua tanggungjawab tersebut dipenuhi oleh Penggugat
yang bekerja sebagai supplier snack dengan penghasilan setiap bulannya
sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
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5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9
(sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di
kakak kandung Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan)
bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
4.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir sendiri di persidangan;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah
mengupayaka damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempu upaya mediasi. Sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 14
Desember 2023, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73
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ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat
dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri
dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo
telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada
kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan
kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan [I'tikat baik. Hal ini sudah
sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak
sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang
ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporannya yang
menyatakan bahwa Mediasi telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor :
7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1
tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh
karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum
pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv
permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan
secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara dalam kolom keterangan;
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Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1291/Pdt.G/2023/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Barwanto,
S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sri Sangadatun, M.H. dan Drs. H.
Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti
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Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. PNBP Rp60.000,00

2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp550.000,00
4, Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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